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MASLAHAH MURSALAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38
TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI

A. Mas{ah@h Mursalah
1. Pengertian Mas}ahiah

Dari segi bahasa, kata maslahjh adalah seperti lafzazh al-
manfa’at, baik artinya maupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat
mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-Shalah, seperti halnya
lafazh al-manfa’at sama artinya dengan al-naf'u.*®* Masjahjh dalam
bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada
kebaikan manusia. Masjahah dalam arti yang umum vyaitu setiap segala
sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau
menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam
arti menolak atau menghindarkan dari madarat. Segala sesuatu yang
mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan
masjahph.*®

Adapun pengertian maslahih secara terminologi, ada beberapa
pendapat dari para ulama’, antara lain: Menurut Imam Ghazali (madzab
syafi’i), mengemukakan bahwa : al- maslahhh pada dasarnya adalah
mengambil manfaat dan menolak ke-madhratan dalam rangka memelihara

tujuan-tujuan syara’. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam

'8 Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 117.
9 Amir Syarifuddin, Uskl Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 367.
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tujuan syara’ yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni:
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian
yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu
diantara lima hal tujuan syara’ yang disebut dengan istilah al-Magas}d al-
Syari‘ah menurut al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan maslahat
sebagai berikut :

b aae add gl dadie s e Jeal) 35 jle g8 daliadl)

Artinya: “Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan
manfaat atau menolak ke- madratan.?®"

Senada dengan Imam Ghazali, Al-Kawarizmi menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan al- maslahjh adalah memelihara tujuan syara’
dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian
tersebut, beliau memandang maslahhh hanya dari satu sisi, Yaitu
menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi
lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.*

Sedangkan menurut Al-Thufi maslahiah merupakan dalil paling
kuat yang secara mendiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan
hukum syara’.?

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa masjahih
merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta

memelihara harta.

20 Nasrun Haroen, Ushl Figh 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.
21 Amir Syarifuddin, Usyl Figh Jilid 2...368.
22 Nasrun Haroen, Usyl Figh 1...125.
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2. Pengertian Maslahgh Mursalah

Mas{ah@h Mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang
dapat digunakan. Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Figh, Mas{ahéh
Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama’ ushul adalah
kemashlatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk
mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau
tidaknya kemashlahatan itu.”

Menurut ulama’ Syafi’iyah Mas{ah@h adalah mengambil manfaat
dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan
syara’, ia memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan
tujuan syara’ sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu
berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan

menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah:

g il 2 slata o 2dadlAd)

Artinya: “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.?*
Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima,
yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu al-

Khawarizmi juga memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi

al-Ghazali di atas, yaitu:

SN e 2Bl Al ¢ BEN 5 slata e Al

2 Abdul Wahah Khallaf, Ilmu Ushul Figih Cetakan ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.
** Nasrun Haroen, Ushl Figh 1...115.
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Artinya: “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan
cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”?

Mas{ah@h Mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya
tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’
melalui dalil yang rinci.® Untuk menghukumi sesuatu yang tidak
dijelaskan oleh syara’ perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan
madaratnya. Bila madaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama,
atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh lbnu Taimiyah:
“berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung mafsadah atau
masjahjh- nya”.*’

Dari beberapa definisi tentang mas{ah@h mursalah dan rumusannya
yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mas{fah@h mursalah itu
adalah suatu yang dipandang oleh akal sehat karena mendatangkan
kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, yang sesuai

dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

3. Macam-macam Mas{ah§h
1. Dilihat dari sumbernya, sebagai berikut:
1. Kemashlahatan yang ditegaskan oleh Alqur’an dan Al-Sunnah, yang
disebut juga dengan mashlahah mu’tabarah, kemashlahatan ini diakui
oleh para ulama, misalnya hifdu al-dir, hifdulmal, hifdun nafsi, hifdu

nasl dan hifdul “aql.

 Amir Syarifuddin, Uskl Figh Jilid 2...368.
26 Nasrun Haroen, Ushl Figih...119.
2T A. Syafi’l Karim, Ushl Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.
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2. Kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang qath’i.
Kebanyakan ulama menolak kemaslahatan yang bertentangan dengan
nash yang gath’i.

3. Kemaslahatan yang tidal dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil
yang menolaknya. Maka inilah yang dimaksud dengan mas{ahéh
mursalah. berarti kebaikan (maslahah) yang tidak disinggung dalam
syara’, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika

dikerjakan akan membawa manfaat.?
B. Dilihat dari kepentingannya, sebagai berikut:

1. Maslahah Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang apabila ditinggalkan
akan menimnulkan memadharatan dan kerusakan, karena itu
mashlahah ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima;
memelihara agama, jiwa,akal, keturunan dan harta.

2. Maslahah Hajiyah, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang
tidak terkait dengan dasar (maskahah dharuriyah), yang dibutuhkan
juga oleh masyarakat tetap terwujud, dapat menghindarkan kesulitan
dan menghilangkan kesempitan. Misalnya; dalam ibadah boleh gashar
shalat, buka shaum bagi yang safar. Dalam adat, berburu,
62 makan, pakai yang indah-indah. Dalam muamalah, boleh jual beli

salam. Dalam uqubah/ jinayat boleh menolak hudud karena subhat.

?® Abdul Wahah Khallaf, llmu Ushul Figih Cetakan ke-1...111.
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3. Maslahah Tahsiniyah, yaitu mempergunakan semua yang layak dan
pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup
pada bagian mahasinul akhlak. Misalmya dalam hal ibadah menutupi
aurat, menjaga najis, makai pakaian yang bain waktu akan shalat.
Dalam adat, menjaga adat makan dan minum. Dalam muamalah, tidak
memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan. Dalam uqubah, tidak
berbuat curang dalam timbangan, tidak membunuh anak-anak, wanita

dalam peperangan.”®

4. Landasan Hukum Maslahah Mursalah
a. Al-Qur’am
Berdasarkan istigra’ (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur’am
maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari’at Islam mencakup
diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.*

Sebagaimana firman Allah dalam surah Yu@s ayat 57:

"/ . ):/-/ : &~ )
489 Lg.x.a)”.x.,a_l\du.! v_cﬂ.ﬁ)ww‘}ﬁ ;L?-.U L«.”L‘,.
s '»';J,w

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang
berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang
yang beriman”.®

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bagarah ayat 185:

29 .

Ibid.,,113.
%0 Moh Abu Zahrah, Ushl Figih, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.
3! Departemen Agama RI, Al-Qur’ar dan Terjemahanya...215.
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Artinya :*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. . . . "%

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas
yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “memberikan
kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini memberikan kesan kepada
kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini
secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan
jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.

b. Hadist

Najmuddir Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-T{fi
al-Hanbaly (al-T#fi) menggunakan hadits riwayat Ibn Majh dan Daral-
Quthi, Imam Malik al-Hakim dan al-Baihagi, yang dikategorikan dalam
hadis hasan sebagai dasar hukum maslahah, landasan utama pendapatnya

adalah mendahulukan nash dan ijma>
Q‘}V h\@m)&)dﬂ\u\_\ww}‘ﬂuwmmuf‘u&;
) dlu a\j JJ \J.\.uu Lea :).1;:‘; L;/\jaﬁ J\J\J aa W u.ﬁ o\j‘)
s 4l @ e ) o 4l G LA gishae Ge L5l
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Artinya: “Diriwayatkan dari Aby Sa’id Saad bin Malik al-khudziy, r.a
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ,tidak boleh
membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadits hasan
diriwayatkan oleh Ibnu Maph dan dari Quthni dan selain
keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Imam Malik dalam

%2 bid., 28.
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al-Muwatp’, dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw
dinilai sebagai hadis mursal15 terputus pada AbasSa’id.”*

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna
bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemadhratan dari manusia.
Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamnnya terhadap ayat Al-Qur’ar
maupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan

memprioritaskan ke- maslahahtan hambanya.**

5. Syarat-syarat Mas{ahéh Mursalah

Dalam menggunakan mas{ah§h mursalah itu sebagai h{jjah, para
ulama’ bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan
pembentukan syari’at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa
syarat-syarat mas{ahfh mursalah untuk bisa dijadikan sebagai h{jjah,

sebagai berikut:®
A. Mas{ah@h harus benar-benar membuahkan mas{ahfih atau tidak
didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa
diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan
kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan
kemadharatan. Jika mas{ah§h itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu

mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu

** Imam Malik bin Anas, Al Wuwatha' lil Imam Malik Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azam, 2004),31.
% Nasrun Haroen, Ushl Figh 1...128.
%Abdul Wahab Khallaf, llmu Ushul Figh,... 145-146.
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bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, mas{ah@h dalam
hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istri.

B. Mas{ah@h itu sifathya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya
ialah bahwa kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu
kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan
umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.

C. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini tidak
berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma’.
Seperti hal tuntunan kemashlahatan untuk mempersamakan hak waris
antara laki-laki dengan perempuan, merupakan kemashlahatan yang
tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.

D. Pembentukan mas{ah§h itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang
ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka
mas{ahg@h tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mas{ah@h.

E. Mas{ah@h itu bukan mas{ah@h yang tidak benar, dimana nash yang ada

tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

6. Pendapat Para Ulama’ tentang Mas{ah§h Mursalah
Mas{ah@h menurut ulama’ Malikiyah, Hanabilah dan Syathibi:
Ulama’ Malikiyah dan Hanabilah menerima mas{ah@h mursalah sebagai
dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama’
figh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka

masf{ah@h mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash,
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bukan dari nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam al-giyas. Bahkan
Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas mas{ah@h
mursalah bersifat pasti, sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat
relatif.*®
Alasan Jumhur Ulama’ dalam menetapkan mas{ah@h dapat dijadikan
h{ijjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:
A. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap
hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Dalam
hubungan ini, Allah berfirman dalam surat al-Anbiya>ayat 107 yang

berbunyi:

Artinya:“Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk
menjadi rahmat bagi seluruh manusia.”’

Menurut jumhhur ulama’, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat
apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan manusia.
Selanjutnya, ketentuan dalam ayat ayat al-Qur’ar dan sunnah
Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan
umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan
mas{ah@h terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung

kemashlahatan adalah legal.

% Nasrun Haroen, Ushul Figh (Jakarta: Wacana llmu, 2011), 125-126.
*” Departemen Agama RI, Al-Qur’ar dan Terjemahanya...331.
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B. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan
tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari’at Islam
terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

C.Jumhur ulama’ juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa
perbuatan sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khattab, sebagai salah satu
kemashlahatan untuk melestarikan al-Qur’ar dan menuliskan al-
Qur’amr pada satu logat bahasa di zaman ‘Utsman ibn ‘Affan demi
memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur’am itu sendiri.*

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa mas{ah§h mursalah itu
pengakuannya dan pembatalannya tidak berdasarkan saksi syara’. Oleh
karena itu, mas{ah@h mursalah tidak dapat dipakai sebagai dasar
pembetukan hukum. Alasan mereka itu adalah:

1. Syari’atlah yang akan memelihara kemashlahatan umat manusia
dengan nash-nash dan petunjuk giyas. Sebab syar’i tidak akan menyia-
nyiakan manusia.

2. Pembentukan hukum berdasar harus adanya mas{ah§h merupakan
terbukanya pintu nafsu antara para pemimpin, penguasa dan ulama’

fatwa (mufti).*

7. Objek Mas}ahfh Mursalah
Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa

lapangan maslahah mursalah selain berlandaskan hukum syara’ secara

% Nasrun Haroen, Ushul Figh, ... 125.
% A. Faishal Hag, Ushul Figh (Surabaya: Citra Media, 2007), 145-146.
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umum, juga harus diperhartikan ada dan hubungan antara satu manusia
dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan
utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak
termasuk dalam segi tersebut.

Segi peribadatan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang
tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan
juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan
syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah
bulan dalam masa iddah wanita yang ditinggal mati atau diceraian
suaminya.

Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan
berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri,
Allah sudah menjadikan syi’ar keagamaan yang satu dan mencakup
seluruh manusia sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Secara ringkas,
dapat dikataan bahwa maslahfh mursalah itu difokuskan terhadap
lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur’ar maupun
as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui
suatu i’tibar Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan
adanya ijma’ atau giyasyang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Demikian beberapa pandangan tentang dimasukannya maslahah
dalam Islam sebagai salah satu sumber hukum istidhh dan metode untuk
menetapkan hukum Islam. Sebagaimana telah diterangkan bahwa

maslahih mursalah dibatasi dengan qayd (klasifikasi) tertentu, sehingga
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tidak dicabut dari akar shari’at dan tidak mengesampingkan nash-nash

yang qgat’} baik qgat’} dari segi sanadnya ataupun dalalahnya.*’

B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
1. Pengertian Agraria
Sebelum memaparkan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2011 tentang Sungai, akan disinggung terlebih dahulu mengenai istilah

agraria. Istilah agraria atau sebutan agraria dikenal dalam beberapa bahasa. Dalam
bahasa Belanda, dikenal dengan kata akker yang berarti tanah pertanian, dalam
bahasa Yunani kata agros yang juga berarti tanah pertanian.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) yang merupakan landasan hukum tanah nasional tidak
memberikan definisi atau pengertian mengenai istilah agraria secara tegas.
Walaupun UUPA tidak memberikan definisi atau pengertian secara tegas
tetapi dari apa yang tercantum dalam konsideran, pasal-pasal dan
penjelasanya dapat disimpulkan bahwa pengertian agaria dan hukum agraria
dipakai dalam arti yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.*

Pengertian hukum agraria dalam UUPA adalah dalam arti
pengertian yang luas bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum,

tetapi merupakan kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing

0 Moh Abu Zahrah, Ushl Figih (Mesir: Darul ‘Araby, 1985), 437.

! Urip Santoso, Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah ( Jakarta: Kencana, 2009), 1.

*2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaanya,( Jakarta: Djambatan, 2003), 6.
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mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang

termasuk pengertian agraria. Kelompok tersebut terdiri atas:*

a. hukum tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tana dalam arti
permukaan bumi.

b. hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.

c. hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas
bahanbahan galian yang dimaksudkan dalam undang-undang di bidang
pertambangan.

d. hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam
yang terkandung di dalam air.

e. hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa,
yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam

ruang angkasa yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPA.

Agraria dibentuk atas aturan dasar hukum adat yang berlaku pada
tiap-tiap budaya yang ada di Indonesia. Hukum adat dijadikan sebagai

dasar hukum berlakunya UUPA. Pernyataan ini ditegaskan pada Pasal 5.
Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,
dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang
tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan
perundang-undang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

43 H
Ibid., 8.
* Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 52-53.
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011

Pendirian bangunan acap kali menimbulkan masalah baru. Misalnya
tidak adanya lIzin Mendirikan Bangunan (IMB), pendirian bangunan pada
daerah aliran sungai dan pendirian bangunan tidak sesuai dengan fungsinya.
Pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Di beberapa daerah di Indonesia
telah dilakukan tindakan tegas terhadap bangunan bermasalah.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus.

Terdapat 7 bangunan di atas sungai di Desa Sekaran — Lamongan
yang tidak memiliki kejelasan pendiriannya. Setiap bangunan harus
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan
fungsi bangunan . Persyaratan administrasi bangunan gedung meliputi:*
Status Hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan
bangunan. Sedangkan persyaratan teknis meliputi: persyaratan tata
bangunan, dan persyaratan keandalan bangunan.

Pembangunan sekitar daerah aliran sungai dapat diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Adapun

*® Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2002
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kejadian mengenai sungai keseluruhan diatur dalam PP tersebut seperti
halnya pembangunan bangunan di wilayah garis sempadan®. Garis sempadan
berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan,
agar sungai dan kegiatan manusia tidak terganggu. Terkhusus sungai
bertanggul ataupun tidak bertanggul baik dalam kawasan perkotaan ataupun
diluar kawasan perkotaan diatur mengenai batas sempadan, bahwa :

Pasal 9,

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
ditentukan :

a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi Kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman
sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);

b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai
dengan 20 m (dua puluh meter); dan

c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi Kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal
kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).*’

Pasal 12,
Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditentukan
paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul
sepanjang alur sungai.

Sekitar garis sempadan yang membatasi kegiatan manusia dengan

ekosistem sungai diharapkan bersih dari bangunan yang akan mengurangi

tekstur tanah. Namun ketika masyarakat yang ingin memanfaatkan sekitar

*® Garis sempadan adalah garis maya kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas
perlindungan sungai
*” Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
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lahan sekitar sungai harus mendapat izin terlebih dahulu dari bupati

setempat sesuai pasal 57.

Konservasi sungai sangatlah penting bagi kehidupan dan nilai
ekonomi mengingat tanda—tanda kelangkaan sumber daya alam sangatlah
menyolok. Berbagai tindakan yang sangat perlu, terkait hidup matinya
manusia tidak khususnya dengan demikian pendekatan kultur masyarakat
modern maupun tradisional perlunya ada sikap tidak difokuskan hanya pada
bagian tertentu saja yang penting yang mempuyai daya tarik, dan sumber
daya alam yang dianggap terancam. Amat penting untuk meningkatkan
kesadaran dan mengurangi ancaman terhadap sumber daya alam tersebut,
tetapi jarang berhadapan langsung dengan masalah yang lebih mendasar
dalam skala yang lebih luas yang berkaitan dengan hilangnya suber daya

alam pada umumnya.

Pasal 22,

(1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan
pemanfaatan sempadan sungai.

(2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk
kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul
dilakukan dengan larangan:

a. menanam tanaman selain rumput;
b. mendirikan bangunan; dan
c. mengurangi dimensi tanggul.

(3) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu.
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Pasal 22,

(1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. penetapan daya tampung beban pencemaran;

b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk
ke sungai;

C. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air
limbah;

d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;

e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan

f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

(2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain pencegahan pencemaran air yang berhubungan dengan
pengendalian daya rusak air sungai (resapan dan banjir), pemerintah

mengatur pengembangan sungai untuk berbagai kegiatan.
Pasal 30,

(1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dilakukan melalui pemanfaatan sungai.

(2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
meliputi pemanfaatan untuk:

rumah tangga;

pertanian;

sanitasi lingkungan;

industri;

pariwisata;

olahraga;

pertahanan;

perikanan;

pembangkit tenaga listrik; dan
transportasi.

o S@ e oo o

8 bid.
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(3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai,
mempertimbangkan karakteristik  sungai, kelestarian
keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi
daerah/masyarakat setempat.*

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan ruang saungai, pendirian
bangunan di sekitar daerah aliran sungai wajib memperoleh izin, yang telah
diatur dalam BAB IV yang berisi 4 Pasal, demi menjaga pengendalian daya

rusak air, pengembangan sungai dan konservasi sungai.
Pasal 57

(1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai
wajib memperoleh izin.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;

b. pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur
sungai;

c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai; pemanfaatan
bekas sungai;

d. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok

sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang

sudah ada;

pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;

pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;

pemanfaatan sungai di kawasan hutan;

pembuangan air limbah ke sungai;

pengambilan komoditas tambang di sungai; dan

pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba

atau jaring apung.

- - o

Pasal 58

(1) 1zin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf f diberikan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

9 bid.
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(2) l1zin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g
diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi
teknis dari pengelola sumber daya air.

(3) 1zin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h
diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan pemanfaatan aliran air dan pemanfataan air setelah
mendapat  rekomendasi  teknis  dari  instansi  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan
kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah
dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang
kehutanan.

(4) 1zin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i dan
huruf j diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan, setelah mendapat rekomendasi
teknis dari pengelola sumber daya air.

(5) lIzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k
diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi
teknis dari pengelola sumber daya air.

Pasal 59,

Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 wajib:

melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;

melindungi dan mengamankan prasarana sungai;

mencegah terjadinya pencemaran air sungai;

menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari

pencemaranair sungai;

e. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan
kegiatan pada ruang sungai; dan

f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

e oo

Pasal 60,
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(1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi
administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang
dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan:

a. kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan
sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan
atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau

b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian
yang dialami masyarakat.*

Dalam rangka hak bangsa dan Negara maka tidak ada tanah yang
merupakan “res nullius™ yang setiap orang dengan leluasa dapat menguasai
dan menggunakannya. Menguasai tanah tanpa ada landasan haknya yang
diberikan oleh Negara atau tanpa izin pihak yang mempunyai tidak

dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana.™

Pengaturan mengenai lzin Mendirikan Bangunan diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah
36/2005; “Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus
memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah
(Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP
36/2005)”. Permohonan IMB kepada harus dilengkapi dengan (Pasal 15

ayat (1) PP 36/2005):

*% |bid.

>! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,... 272-273.
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a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti
perjanjian pemanfaatan tanah;

b. data pemilik bangunan gedung;

c. rencana teknis bangunan gedung; dan

d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban persyaratan
pendirian bangunan termasuk memiliki izin mendirikan bangunan dalam
hal ini dapat dikenai sanksi administratif dikenakan sanksi penghentian
sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung
(Pasal 115 ayat (1) PP 36/2005). Pemilik bangunan gedung yang tidak
memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah
pembongkaran (Pasal 115 ayat (2) PP 36/2005). Selain sanksi administratif,
pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak
10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat (2)

UUBG).

Apabila bangunan tersebut sudah terlanjur berdiri tetapi belum
memiliki izin mendirikan bangunan. Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG
disebutkan bahwa; “Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum
memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini

diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus
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mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang

ini.

Pemilik bangunan wajib melengkapi izin mendirikan bangunan,
berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian tertentu untuk
warga Desa Sekaran — Lamongan sekalipun. Memang dalam pratiknya,
pelaksanaan kewajiban untuk melengkapi pembangunan rumah dengan izin
mendirikan bangunan berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan

juga penegakan hukum dari pihak pemerintah daerah.



